BAB V

PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Penatausahaan barang milik negara merupakan kegiatan yang terdiri dari
pembukuan dan pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan adalah kegiatan
mencatat dan mencatat barang. milik .negara dalam daftar barang yang tersedia bagi
pengguna barang dan pengelola barang. Dalam proses pencatatan, penggunaan buku
dan kartu sebagai berikut: Kkartu inventaris barang, buku inventaris dan buku
gabungan inventaris.

Kegiatan inventarisasi ini| adalah pengaturan dalam inventaris, yang
menunjukkan semua barang yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan di
negara tersebut. Daftar tersebut terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu: pencatatan
pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan. Hal ini dapat dilaporkan oleh
pengguna tingkat lanjut yaitu penanggung jawab satker pada balai latihan kerja
Padang ditempat sebagal manajer walikota. Laporan-tersebut antara lain laporan
semesteran dan tahunan, laporan pengadaan barang, rencana kebutuhan barang milik
negara (RKBMN), rencana pengadaan barang milik negara (RKPBMN) dan bahan
habis pakai. Dalam melaksanakan pelaporan digunakan daftar yaitu: buku inventaris
dan rekap, daftar barang ruang, dan laporan posisi barang yang ada pada Balai
Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.



5.2. Saran
Dalam penatausahaan Barang milik negara, balai latihan kerja Padang telah

menggunakan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang milik negara), yang diharapkan dapat menghasilkan output bukan hanya
bermanfaat untuk peningkatan pertanggungjawaban pelaksanaan penatausahaan aset
tetap, tetapi juga berguna untuk manajemen aset tetap OPD itu sendiri. Namun dalam
penggunaan aplikasi tersebut masih adanya beberapa kesalahan (human error) dalam
penatausahaan aset tetap, khﬁsusnya pada proses pencatatan BMN, sehingga laporan
yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pelatihan kepada pengelola kargo tentang
pengelolaan BMN yang Dbaik dan benar, dan pengelola barang wajib
memahami peraturan perundang-undangan terkait barang milik negara.

2. Memfasilitasi balai latihan kerja Padang dengan tempat dan sarana dan
prasarana yang baik dan lengkap untuk dijadikan tempat dalam penatausahaan
BMN.

3. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pejabat pengurus barang dan
pejabat pengurus barang pembantu dalam memahami peraturan terkait
penatausahaan barang milik negara sesuai dengan undang-undang yang
berlaku agar meminimalisir kesalahan dalam penempatan dan pengelompokan

entry BMN.



